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1.1   
Latar Belakang
Renja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan yang di buat untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui musrenbang. Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD dan pembagunan Daerah pada umumnya. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. 

Berdasarkan Permendagri Nomor. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan demikian, setelah di sahkannya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka Permendagri Nomor. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah tidak berlaku lagi.

Penyusunan rancangan dan tahapan penetapan renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang defenitif. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional Renja SKPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam yang di uat untuk periode 1 (satu) tahun, yang berkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, yang disusun berdasakan Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD Kota Batam sebagai tindaklanjut proses penyusunan RAPBD. 

Selanjutnya Renja OPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis kemudian menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD) Kota Batam.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8 tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107) dan kaitannya dengan RPJMD Kota Batam dengan Restra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Visi Kota Batam : “ Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Bermartabat”.

2. Visi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam : “ Terwujudnya Persatuan Dan Kesatuan Serta Ketahanan Masyarakat yang Heterogen Menuju Kehidupan Politik yang Harmonis Dan Berbudi Pekerti”.


Dalam Visi Kota Batam tergambar jelas bahwa terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Bermartabat tidak terlepas dari terwujudnya rasa Persatuan Dan Kesatuan serta Ketahanan Masyarakat Kota Batam yang Multietnis dan kondusifnya situasi kondis sosial Politik Masyarakat.


Kaitan Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam dengan Misi Pemerintah Kota Batam terdapat pada Misi 2 sebagai berikut :

Misi 2 : “ Mewujudkan Sumber daya Manusia Daerah yang Bertaqwa, Berdaya Saing Dan Masyarakat Yang Sejahtera”.



Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam dan Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam, menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program dan kegiatan badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;

c. Penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;

d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta bidang politik;

e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
f. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya; dan
g. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam terdiri dari:

a.  Kepala Badan;

b.  Sekretaris, membawahi:

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2) Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c.  Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi:

1) Kepala Sub Bidang Bina Ideologi; dan
2) Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.

d.  Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahi:
1) Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing; dan

2) Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik.

e. Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, membawahi:
1) Kepala Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya; dan
2) Kepala Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

            f. Kepala Bidang Politik, membawahi:

1) Kepala Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik; dan

2) Kepala Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu. 
Adapun uraian tugas dan fungsi Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam adalah sebagai berikut :
1. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai fungsi penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan keuangan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan sekretariat yang berbasis kinerja;
b. Mengkoordinasikan rencana program kerja dan kegiatan badan;
c. Menyusun perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang sekretariat;
d. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan umum dan teknis badan;
e. Mengkoordinasi penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran badan;
f. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan badan;
g. Menyusun rencana kerjasama badan;
h. Menyusun penetapan kinerja badan;
i. Menyusun laporan keuangan badan;
j. Menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan badan;
k. Melaksanakan analisis dan menyajikan data badan;
l. Menganalisis rencana kebutuhan kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai badan;

m. Menerapkan dan mengembangkan sistem informasi badan;

n. Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak melaksanakan program dan kegiatan badan;

o. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja badan;

p. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan badan;
q. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan badan;
r. Mengelola keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana, dan prasarana serta hubungan masyarakat;

s. Melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional;

t. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang skretariat;

u. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan badan dan secretariat; dan

v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, dengan tugas:

a) Menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan di bidang perencanaan dan evaluasi yang berbasis kinerja;

b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum sekretariat;

c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan evaluasi;
d) Menyiapkan bahan penetapan kinerja di bidang perencanaan dan evaluasi maupun badan;

e) Menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan badan;

f) Menyiapkan bahan analisis dan penyajian data badan;

g) Mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan badan;

h) Menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan badan, rencana kegiatan dan anggaran badan;

i) Menyiapkan bahan rencana kerjasama badan;

j) Menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan badan;

k) Menyiapkan bahan ketatalaksanaan program dan kegiatan badan;

l) Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan badan;

m) Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan badan;

n) Menyiapkan bahan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan badan;

o) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan badan;

p) Menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja badan;

q) Penerbitan rekomendasi tentang pelaksanaan kegiatan riset/penelitian;

r) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan dan evaluasi;

s) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan kegiatan di  bidang perencanaan dan evaluasi; dan

t) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.
b. Sub Bagian Keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan badan, yang meliputi:

a) Menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan di bidang keuangan yang berbasis kinerja;

b) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;

c) Menyiapkan bahan penetapan kinerja di bidang keuangan;

d) Mengelola perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut LHP;

e) Menyiapkan bahan  laporan keuangan badan;

f) Menyiapkan bahan perhitungan anggaran badan;

g) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang keuangan;

h) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan kegiatan di bidang keuangan; dan

i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengn lingkup tugasnya.
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayananan administratif dan fungsional, yang meliputi:

a) Menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian yang berbasis kinerja;

b) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian;

c) Menyiapkan bahan penetapan kinerja di bidang umum dan kepegawaian;

d) Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;

e) Mengelola surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan urusan rumah tangga serta sarana dan prasarana perkantoran badan;

f) Melaksanakan hubungan masyarakat;

g) Mengelola administrasi perjalanan dinas;

h) Menyiapkan bahan rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai;

i) Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;

j) Melaksanakan pengembangan pegawai;

k) Menyelenggarakan analisis jabatan;

l) Menganalisis beban kerja;

m) Menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta pengawasan melekat;

n) Melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualiafikasi jabatan;

o) Menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;

p) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang umum dan kepegawaian;

q) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan kegiatan di bidang umm dan kepegawaian; dan

r) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. 
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan;

b. Menyusun rencana perumusan kebijakan teknis di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
c. Menyusun penetapan kinerja bidang bina ideology dan wawasan kebangsaan;

d. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi bina ideology;

e. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan;

f. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan bela negara;

g. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;

h. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan pembauran;

i. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan; dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari:

a. Sub Bidang Bina Ideologi, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai fungsi pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan dan sosialisasi, pemantauan pelaksanaan bina ideologi negara, mempunyai tugas:

a) Menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan di bidang bina ideologi yang berbasis kinerja;

b) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang bina ideologi;
c) Menyiapkan bahan penetapan kinerja dibidang bina ideologi;

d) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan evaluasi program penguatan ideologi negara dan pendidikan bela negara;

e) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan sosialisasi ideologi negara dan bela negara;

f) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi ideologi negara dan pemberdayaan bela negara;

g) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang bina ideologi;

h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi, dan pelaporan tugas dan kegiatan di bidang bina ideologi; dan

i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai fungsi pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan, pembinaan nilai-nilai sejarah kebangsaan dan pelaksanaan pembauran, mempunyai tugas:

a) Menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan di bidang wawasan kebangsaan yang berbasis kinerja;

b) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang wawasan kebangsaan;

c) Menyiapkan bahan penetapan kinerja dibidang wawasan kebangsaan;

d) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi penguatan wawasan kebangsaan, pembinaan nilai-nilai sejarah kebangsaan dan pelaksanaan pembauran;

e) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan sosialisasi wawasan kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan pelaksanaan pembauran;

f) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi wawasan kebangsaan, pembinaan nilai-nilai sejarah kebangsaan dan pelaksanaan pembauran;

g) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang wawasan kebangsaan;

h) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan di bidang wawasan kebangsaan; dan

i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
3.  Bidang Kewaspadaan Nasional, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik di Bidang Kewaspadaan Nasional. 

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan di bidang kewaspadaan nasional yang berbasis kinerja;

b. Menyusun rencana perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan  nasional;

c. Menyusun penetapan kinerja di bidang kewaspadaan nasional;
d. Melaksanakan tugas kewaspadaan nasional yang meliputi kewaspadaan dini dan pengawasan orang asing dan lembaga asing serta penanganan konflik;

e. Menyusun rencana perumusan kebijakan umum pembinaan kewaspadaan nasional penanganan masalah aktual sosial, politik, dan organisasi kemasyarakatan;

f. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang kewaspadaan nasional;

g. Melaksanakan  monitoring, evaluai dan laporan tugas dan kegiatan di bidang kewaspadaan nasional; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kewaspadaan Nasional, terdiri dari:
a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai fungsi penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan kewaspadaan dini dan pengawasan orang asing dan lembaga asing, mempunyai tugas:

a) Menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan di bidang kewaspadaan dini dan pengawasan orang asing dan lembaga asing yang berbasis kinerja;

b) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan teknis sub bidang kewaspadaan dini dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;

c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan dini dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;

d) Menyiapkan bahan penetapan kinerja di bidang kewaspadaan dini dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;

e) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing;

f) Melaksanakan koordinasi kebijakan operasional di bidang kewaspadaan nasional fasilitasi pelaksanaan pemantapan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan;

g) Melaksanakan pembinaan penanganan masalah kewaspadaan dini dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;

h) Melaksanakan peningkatan kewaspadaan nasional, kesiap-siagaan terhadap ancaman masalah kewaspadaan dini dan pengawasan dini dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;

i) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kewaspadaan dini dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;

j) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan di bidang penanganan konflik; dan

k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
b. Sub Bidang Penanganan Konflik, di pimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai fungsi melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penangann konflik, mempunyai tugas : 
a). Menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan di bidang penanganan konflik yang berbasis kinerja;
b) menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan teknis di bidang penganganan konflik;
c) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiataan di bidang penanganan konflik;
d) menyiapkan bahan penetapan kinerja di bidang penanganan konflik;
e) melaksanakan peningkatan kesiap – siagaan terhadap ancaman masalah Konflik;
f) melaksanakan pembinaan penanganan konflik dan fasilitasi penaganan Konflik Sosial;
g) menyiapkan bahan rencana  perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penaganan Konflik Sosial;
h) melaksanakan pembinaan penanganan masalah aktual sosial, politik, dan organisasi kemasyarakatan.
i) menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di Bidang penanganan konflik;
j) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan di bidang penanganan konflik;
k) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
4. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik di Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, mempunyai tugas:

a) Menyusun rencana program kerja dan kegiatan di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi yang berbasis kinerja;

b) Menyusun rencana perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;

c) Menyusun penetapan kinerja di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;

d) Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan agama dan kepercayaan;

e) Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan akulturasi budaya;

f) Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan;

g) Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

h) Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;

i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi; dan

j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, terdiri dari:

a. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai fungsi pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian seni dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan, dengan tugas:

a) Menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya yang berbasis kinerja;

b) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan seni dan budaya;
c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan  seni dan budaya;
d) Menyiapkan bahan penetapan kinerja di bidang ketahanan seni dan budaya;
e) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan nilai-nilai kesenian;
f) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian budaya serta pengembangan nilai-nilai kebudayaan;
g) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial kemasyarakatan lainnya;
h) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan sub bidang ketahanan seni dan budaya; dan
i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya di bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi dalam rangka memfasilitasi, monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan pelestarian nilai-nilai keagamaan, kerukunan umat beragama, dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi organisasi kemasyarakatan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tugas:

a) Menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan di bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi yang berbasis kinerja;
b) Menyiapkan bahan rencana perumuan kebijakan teknis di bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
d) Menyiapkan bahan penetapan kinerja di bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
e) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan;
f) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi kemasyarakatan;
g) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan organisasi masyarakat;
h) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan sumber daya alam dan kesenjangan perekonomian;
i) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan perdagangan, investasi, fiskal, dan moneter;
j) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi  serta monitoring dan evaluasi perilaku perekonomian masyarakat;
k) Menyiapkan bahan rencana kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
l) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
m) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan sub bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi; dan
n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

5. Bidang Politik, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik di Bidang Politik Dalam Negeri. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Bidang Politik mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan di bidang politik yang berbasis kinerja;

2. Menyusun rencana perumusan kebijakan teknis di bidang politik;
3. Menyusun penetapan kinerja di bidang politik;

4. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan;

5. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik;

6. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasiliasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik;

7. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pendidikan politik;

8. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilihan umum;

9. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang politik;

10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan di bidang politik; dan

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Bidang Politik terdiri dari:

a. Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai fungsi pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring pendidikan politik dan sosialisasi pelaksanaan pemilihan umum, dengan tugas:                                                                                            

a) Menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan di bidang implementasi kebijakan politik dan pendidikan politik yang berbasis kinerja;
b) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan teknis di bidang implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik;

c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik;

d) Menyiapkan bahan penetapan kinerja di bidang implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik;
e) Melaksanakan koordinasi kebijakan operasional di bidang implementasi kebijakan publik;
f) Melaksanakan pembinaan komunikasi dan pendidikan politik;
g) Melaksanakan fasilitas hubungan antar partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat;
h) Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan di bidang implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik; dan
i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai fungsi penyiapan perumusan kebijakan kelembagaan partai politik dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilihan umum, dengan tugas: 

a) Menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan di bidang kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilu;
b) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilu;
c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilu;
d) Menyiapkan bahan penetapan kinerja di bidang kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilu;
e) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik;
f) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitai serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum;
g) Melaksanakan peningkatan partisipasi politik;
h) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kelembagaan partai politik dan fasiliasi pemilu; dan
i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.


Bagan struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, sebagai berikut: 
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1.2    
Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja – OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
c. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

d. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

e. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
f. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;

g. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembagunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembagunan Daerah;
i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2015 – 2019;

k. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;

l. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendaliaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

o. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2911/SJ tahun 2016 tentang tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentag Perangkat Daerah;
p. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);

q. Peraturan daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 96);

r. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8 tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107); dan

s. Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 367).

1.3      Maksud Dan Tujuan


a.
   Maksud


Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam menyusun Rencana Kerja ini dengan maksud untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Badan Kesatuan Bansa Dan Politik Kota Batam dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok fungsi dan wewenangnya.

b. 

Tujuan
1. 
Merumuskan dan menetapkan kebijakan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam Tahun 2019;
2.  Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam Tahun 2019

3.    Memberikan pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana  pembangunan di Bidang Badan Kesataun Bangsa Dan Politik Kota Batam Tahun 2019

1.4      Sistematika Penulisan


Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Renja badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam Tahun 2019 adalah sebagai berikut : 

BAB I 
Pendahuluan

1. 1 
Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud Dan Tujuan

1. 4
Sistematika Penulisan

BAB II 
Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu




2.1 
Evaluasi Pelaksanan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan 




Capaian Renstra Perangkat Daerah



2.2
Analisi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



2.3
Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah



2.4 
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD



2.5      Penelaahan Usulan  Program dan Kegiatan Masyarakat


BAB III 
Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah 



3.1 
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional



3.2 
Tujuan Dan sasaran Renja Perangkat Daerah



3.3 
Program Dan Kegiatan


BAB IV 
Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah


BAB V
Penutup

BAB  II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1   Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
a. 
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu (n-2) yaitu :


Capaian pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bnagsa Dan Politik Kota Batam pada tahun 2016 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimanan telah telah di tetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam rancangan strategis. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2016 telah memenuhi target yang di tetapkan. Dari total anggaran yang di anggarkan Rp. 1.690.672.773, untuk realisasi anggaran sebesar Rp. 1.548.427.980,00 di pergunakan untuk melaksanakan 9 kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam. Secara pencapaian target dan presentasi realisasi anggaran untuk laporan keuangan yaitu sebesar : 91,59 %, sedangkan fisik yaitu : 91,59 %                   

b.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu (n-2) yaitu :

Review pelaksanaan Renja SKPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam Tahun 2016 dapat dilihat sebagai berikut : 
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target dan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2016. 
Dari 9 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam yang sudah mencapai hasil yang maksimal yaitu diatas 95 % dan yang masih belum maksimal yaitu di bawah 95 %. 
Adapun kegiatan yang sudah mencapai di atas 95 % meliput :

· Kegiatan Sarana Dan Prasarana Aparatur sebesar 98,72 %,

· Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan sebesar 97,14 %,
· Kegiatan Pelaksanaan Akulturasi Budaya Pelestarian Seni Dan Pengembangan Nilai – Nilai Kebudayaan dalam Rangka Penguatan Persatuan dan Kesatuan  sebesar 99,02 %.
Sedangkan untuk kegiatan yang masih pencapaian di bawah 95 % yaitu sebagai berikut :

· Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 92,01 %,
· Kegiatan Sosialisasi Undang – Undang Ormas Dan Verifikasi Ormas sebesar 89,24 %,

· Kegiatan Peningkatan Kinerja Kominda Kota Batam Tahun 2016 sebesar 90,03 %,

· Kegaiatan Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat (KDM) Kota Batam sebesar 94,16 %,

· Kegaiatan Peningkatan Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Batam sebesar 63,47 %,

2. Perkiraan capaian tahun 2016 di perkirakan bisa mencapai hasil maksimal yaitu di atas 95 %, sehingga diharapkan penyerapan anggaran bisa  dilaksanakan sesuai program kerja sesuai yang disusun dalam APBD 2017.  
3. Faktor – faktor terpenuhinya target kinerja program/kegiatan disebabkan antara lain karena adanya kebijakan penguatan program/kegiatan dan dukungan dari Pimpinan Pemerintah Kota Batam sehingga  kegiatan tersebut dapat tercapai secara maksimal.
4. Belum tercapainya program/kegiatan pada tahun 2016 diharapkan dapat tercapai maksimal di tahun anggaran 2017.  Selain itu belum tercapainya penanganan sebagaimanan tertuang dalam Restra karena dukungan anggaran yang masih belum memungkinkan seperti di tetapkan di dalam Restra. Faktor penyebab kegiatan tidak tercapai adalah di karenakan adanya rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan yang tidak terlaksana secara maksimal.
5. Implikasi terdadap pencapaian target program/kegiatan secara langsung terwujud dalam peningkatan fungsi dan peran program/kegiatan sosialisasi yang di berikan kepada masyarakat yang berperan sebagai sasaran dari program/kegiatan yang sudah di tetapkan di renstra dan renja SKPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam dapat berfungsi dalam memberikan suatu kontribusi dalam berupa pengetahuan dan informasi – informasi yang di gali  dan didayagunakan secara maksimal untuk sebagai mitra dalam membangun Kota Batam Bandar Duni a Madani.
6. Kebijakan /tindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program /kegiatan tersebut anatara lain dengan melakukan perubahan anggaran jika terjadi kesalahan anggaran atau dengan melakukan pergeseran anggaran sehingga target anggaran bisa ditingkatkan pada tahun berjalan
c. 
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu (n-1) yaitu :


Capaian pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bnagsa Dan Politik Kota Batam pada tahun 2017 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimanan telah telah di tetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam rancangan strategis. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2017 telah memenuhi target yang di tetapkan. Dari total anggaran yang di anggarkan untuk belanja langsung anggaran sebesar Rp. 1.323.213.735,00 untuk realisasi anggaran di pergunakan untuk melaksanakan 10 kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam. Secara pencapaian target dan presentasi realisasi anggaran untuk laporan keuangan yaitu sebesar : 99,23 %, sedangkan fisik yaitu : 92,57 %                    

d.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu (n-1) yaitu :

Review pelaksanaan Renja SKPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam Tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut : 

1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target dan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2017. 

Dari 10 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam yang sudah mencapai hasil yang maksimal yaitu diatas 95 % dan yang masih belum maksimal yaitu di bawah 95 %. 

Adapun kegiatan yang sudah mencapai di atas 95 % meliput :

· Kegiatan Peningkatan Pelayanann Administrasi Perkantoran target realisasi anggaran sebesar 90,71 %, sedangkan target keuangan sebesar 97,94 %,
· Kegiatan Sosialisasi Undang – Undang Ormas dan Verifikasi Ormas target realisasi anggaran sebesar 100 %, target keuangan sebesar 100 %,

· Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan target realisasi anggaran sebesar 98,15 %, target keuangan sebesar 100 %,
· Kegiatan Pelaksanaan Akulturasi Budaya Pelestarian Seni Dan Pengembangan Nilai – Nilai Kebudayaan dalam Rangka Penguatan Persatuan dan Kesatuan target realisasi anggaran sebesar 100 % target keuangan 100 %,
· Kegaiatan Peningkatan Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Batam target realisasi sebesar 95,83 %, target keuangan sebesar 100 %.
· Kegiatan Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat (KDM) Kota Batam  target realisasi anggaran sebesar 100 %, target keuangan 100 %

· Kegiatan Peningkatan Kinerja Kominda Kota Batam Tahun 2017 target realisasi anggaran sebesar 100 %, target keuangan sebesar 100 %,

· Pembinaan dan Bimtek Bantuan Keuangan Parpol target realisasi anggaran sebesar 100 %, target anggaran sebesar 100 %.
Sedangkan untuk kegiatan yang masih pencapaian di bawah 95 % yaitu sebagai berikut :

· Kegiatan Sarana Dan Prasarana Aparatur target realisasi anggaran sebesar 57,32 % target keuangan sebesar 100 %,
2. Perkiraan capaian tahun 2017 di perkirakan biasa mencapai hasil maksimal yaitu di atas 95 %, sehingga diharapkan penyerapan anggaran bisa  dilaksanakan sesuai program kerja sesuai yang disusun dalam APBD 2018. 
3. Faktor – faktor terpenuhinya target kinerja program/kegiatan disebabkan antara lain karena adanya kebijakan penguatan program/kegiatan dan dukungan dari Pimpinanan Pemerintah Kota Batam sehingga  kegiatan tersebut dapat tercapai secara maksimal.

4. Belum tercapainya program/kegiatan diharapkan dapat tercapai maksimal di tahun 2019.  Selain itu belum tercapainya penanganan sebagaimanan tertuang dalam Restra karena dukungan anggaran yang masih belum memungkinkan seperti di tetapkan di dalam Restra. Faktor penyebab kegiatan tidak tercapai adalah di karenakan adanya rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan yang tidak terlaksana secara maksimal.

5. Implikasi terdadap pencapaian target program/kegiatan secara langsung terwujud dalam peningkatan fungsi dan peran program/kegiatan sosialisasi yang di berikan kepada masyarakat yang berperan sebagai sasaran dari program/kegiatan yang sudah di tetapkan di renstra dan renja SKPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam dapat berfungsi dalam memberikan suatu kontribusi dalam berupa pengetahuan dan informasi – informasi yang di gali  dan didayagunakan secara maksimal untuk sebagai mitra dalam membangun Kota Batam.

6. Kebijakan / Tindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program /kegiatan tersebut anatara lain dengan melakukan perubahan anggaran jika terjadi kesalahan anggaran atau dengan melakukan pergeseran anggaran sehingga target anggaran bias ditingkatkan pada tahun berjalan.



Untuk dapat lebih merinci dapat di lihat pada table T-C.29 (Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam)
2.2   
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah


Untun Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah khusus pada bidang Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam Standar Pelayanan yang digunakan sebagai analisis kinerja pelayanan OPD sedangkan untuk analisis Kinerja Pelayanan OPD merujuk pada SPM Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam yang terdiri dari : 
a. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran,

b. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur,
c. Sosialisasi Undang – Undang Ormas dan Verifikasi Ormas,
d. Pengembangan Wawasan Kebangsaan,
e. Peningkatan Pelaksanaan Pembauran Kebangsaan Kota Batam,
f. Pelaksanaan Akulturasi Budaya Dalam Rangka Penguatan Kesatuan Dan Persatuan,
g. Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Batam,
h. Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini Masyarakat (KDM) Kota Batam
i. Peningkatan Kinerja Kominda Kota Batam,
j. Pembinaan Dan Bimtek Bantuan Keuangan Parpol.

Berdasarkan indikator yang yang telah ditentukan dalam SPM, capaian tahun 2016 dapat dilihat pada table berikut : 

	No
	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan
	Indikator
	Target Pencapaian SPM (%) 2016

	
	
	
	Target
	Capaian

	1.
	Pelaksanaan program/kegiatan biadang Kesbangpol :
	
	
	

	a.
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Presentase (%) yang diperoleh
	100 %
	92,01 %

	b.
	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
	Presentase (%) yang diperoleh Belum Tercapai
	100 %
	98,72 %

	c.
	Sosialisasi Undang – Undang Ormas dan Verifikasi Ormas
	Presentase (%) kegaiatan sosialisasi yang di laksanakan tercapai
	100 %
	100 %


	d.

	Pengembangan Wawasan Kebangsaan
	Presentase (%)kegaiatan sosialisasi yang di laksanakan tercapai 
	100 %
	100 %


	 e.
	Peningkatan Pelaksanaan Pembauran Kebangsaan Kota Batam
	Presentase (%)kegaiatan sosialisasi yang di laksanakan tercapai
	100 %
	100 %

	f.
	Pelaksanaan Akulturasi Budaya Dalam Rangka Penguatan Kesatuan Dan Persatuan
	Presentase (%) kegaiatan sosialisasi yang di laksanakan tercapai
	100 %
	100 %

	g.
	Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Batam
	Presentase (%) Kegiatan belum tercapai 
	100 %
	63,47 %,


	h.
	Rapat Koordinasi Kewaspadaan dini Masyarakat (KDM) Kota Batam
	Presentase (%) kegaiatan Rapat/ sosialisasi yang di laksanakan tercapai
	100 %
	100 %

	i.
	Peningkatan Kinerja Kominda Kota Batam


	Presentase (%) pelaksanaan rakor
	100 %
	100 %

	j.
	Pembinaan Dan Bimtek Keuangan Parpol
	Presentase (%) Kegiatan tidak di rasionalisasi/hold
	-
	-



Berdasarkan indikator yang yang telah ditentukan dalam SPM, capaian tahun 2017 dapat dilihat pada table berikut : 

	No
	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan
	Indikator

	Target Pencapaian SPM (%) 2017

	
	
	
	Target
	Capaian

	1.
	Pelaksanaan program/kegiatan biadang Kesbangpol :
	
	
	

	a.
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Presentase (%) yang diperoleh
	100 %
	95,43 %

	b.
	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
	Presentase (%) yang diperoleh belum tercapai
	100 %
	60,88 %

	c.
	Sosialisasi Undang – Undang Ormas dan Verifikasi Ormas
	Presentase (%)kegaiatan sosialisasi yang di laksanakan tercapai 
	100 %

	100 %

	d.
	Pengembangan Wawasan Kebangsaan
	Presentase (%) kegaiatan sosialisasi yang di laksanakan tercapai
	100 %
	100 %

	 e.
	Peningkatan Pelaksanaan Pembauran Kebangsaan Kota Batam
	Presentase (%) Tidak di laksanakan rasionalisasi
	-
	-

	 f.
	Pelaksanaan Akulturasi Budaya Dalam Rangka Penguatan Kesatuan Dan Persatuan
	Presentase (%) kegaiatan sosialisasi yang di laksanakan tercapai
	100 %
	100 %

	 g.
	Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Batam
	Presentase (%) kegaiatan sosialisasi yang di laksanakan tercapai
	Tercapai
	100 %

	 h.
	Rapat Koordinasi Kewaspadaan dini Masyarakat (KDM) Kota Batam
	Presentase (%) kegaiatan sosialisasi yang di laksanakan tercapai
	100 %
	100 %


	i.
	Peningkatan Kinerja Kominda Kota Batam
	Presentase (%) pelaksanaan rakor
	100 %
	100 %

	j.
	Pembinaan Dan Bimtek Keuangan Parpol
	Presentase (%) kegaiatan sosialisasi yang di laksanakan tercapai
	100 %
	100 %



Dalam table diatas bahwa untuk pencapaian target yang dilakukan bias disimpulkan bahwa hampir semua target sasaran bias tercapai dengan maksimal. Keberhasilan pencapaian tersebut anatara lain dipengaruhin oleh komitmen pimpinan yang baik, rekstukturisasi kelembagaan yang efisien, pemberdayaan sumber daya manusia yang efektif dan manajemen pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prosedur dan peruntukannya.

Untuk dapat lebih merinci dapat di lihat pada table T-C.30 (Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam)
2.3   Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
a. 
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam yang melaksanakan penjabaran operasional indikator kinerja yang menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016 – 2021 yaitu pada Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan telah melaksanakan program/kegiatan :


1. Program Peningkatan kerukunan umat beragama dan penghayatan nilai – nilai keagamaan dan kebangsaan,
  2. Program pengembangan dan partisipasi budaya politik.
b. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah antara lain : 
1. Adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :300/4433A/sj tahun 2010 tentang Peningkatan Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi/Kab/Kota, bahwa sesuai dengan tugas dan fungsinya bahwa OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik di bentuk untuk mendukung terciptanya stabilitas di Kabupaten/Kota dan Provinsi, pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi, mendukung kelancaran dari Program peningkatan kerukunan umat beragama dan penghayatan nilai – nilai keagamaan dan kebangsaan serta  program pengembangan dan partisipasi budaya politik. Namun di dalam pelaksanaannya  pada nomenklatur tugas dan fungsinya, khusus pada Badan Kesatuann Bangsa Dan Politik sangat minimnya anggaran untuk pendukung dari kegiatan – kegiatan dimaksud, hal tersebut berakibat sasaran dan target dari perencanaan RPJMD dan Renstra yang sudah di usulkan belum tercapai maksimal.
c. Dampaknya terhadap pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah terhapap capaian program adalah : sesuai dengan salah satu prioritas yang ada di program RPJMD Kota Batam Tahun 2016 – 2021 yaitu : Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai – nilai Keagamaan dan Kebangsaan, dan Program Pengembangan dan Partisipasi Budaya Politik.
 
 d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah



Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :
	FAKTOR EKSTERNAL


	PELUANG:
1. Adanya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan gangguan keamanan, ketertiban masyarakat.

2. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
3. Dukungan dari Pemerintah Pusat dan instansi terkait lain yang mempermudah penyelenggaraan pelayanan Badan Kesbangpol Kota Batam dalam rangka pencapaian visi dan misi.
4. Perkembangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan situasi dan kondisi.
5. Penyesuaian kelembagaan Pusat sehingga mendorong pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi yang lebih terarah dan terfokus.
6. Sistem koordinasi dengan instansi terkait baik horisontal maupun vertikal.
7. Perkembangan program-program pemerintahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.
8. Keberagaman suku, budaya dan agama di Kota Batam yang menjadikan Kota Batam sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia.

9. Dukungan dan koordinasi yang baik dari PPWK, FPK, FKUB, FKDM, KOMINDA, Lembaga Adat, Paguyuban, Ormas dan Partai Politik dalam pelaksanaan program-program pembangunan,
10. Tekad Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota untuk mewujudkan “Good Governance” dan “Clean Government” serta memenuhi tuntutan masyarakat umum terhadap penyelenggara Negara yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta pelayanan prima dari Pemerintah Daerah terhadap kepentingan masyarakat banyak.

	TANTANGAN:
1. Faktor geografis Kota Batam yang bertekatan dengan Negara Tetangga dapat menimbulkan kerawanan sosial, budaya, ekonomi dan kondisi dari demografis yang menyulitkan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
2. Faktor otonomi daerah yang menyebabkan perbedaan nomenklatur dengan Badan Kesbangpol lainnya sehingga menghambat pelaksanaan koordinasi.

3. Adanya beberapa ketidakjelasan aturan dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat & Daerah sehingga melemahkan posisi dan menimbulkan kerancuan tugas pokok & fungsi Badan.
4. Adanya kepengurusan ganda dalam satu organisasi masyarakat.

5. Munculnya paham/aliran keagamaan yang menganggu stabilitas masyarakat.

6. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan.
7. Keberadaan orang asing dan lembaga asing yang masih belum terpantau.
8. Heterogenitas masyarakat yang memudahkan terjadinya benturan/konflik dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.
9. Faktor geografis Kota Batam (perbatasan) yang dapat mempenagruhi perilaku/budaya masyarakat khususnya generasi muda.
10. Krisis mental, moral generasi muda yang semakin jauh dari nilai-nilai agama dan Pancasila.
11. Berkurangnya kesadaran nasionalisme/bela negara dikalangan generasi muda.
12. Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat.

13. Adanya pergesekan antar masyarkat maupun antar kelompok yang dilatarbelakangi perbedaan suku, ras dan agama,

14. Letak geografis Kota Batam yang berbatasan dengan Negara tetangga dapat menimbulkan kerawanan sosial, budaya dan ekonomi.



e. 
Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.



Isu – isu strategis yang dikumpulkan dari beberapa rapat berupa hasil dari kesimpulan dan Rekomendasi sebagai catatan strategis untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :
· Masih minimnya alokasi anggaran dalam rangka untuk mengakomodir program – program kegiatan yang ada di Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam, perlu ada nya langkah – langkah dan kebijakan dalam rangka mendukung program yang ada di Badan Kesatuan Bangsa Kota Batam sesuai dengan capaian indikator Renstra 2016 – 2021. 
· Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat, penurunan rasa kebangsaan dan cinta terhadap tanah air. Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya, dan ekonomi yang dapat memunculkan ekses-ekses negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan munculnya berbagai kasus kejahatan yang bersifat konvensional dan transnasional yang kesemuanya dapat menimbulkan berkurangnya rasa cinta terhadap tanah air dan terjadinya degradasi moral khususnya bagi generasi muda, hal tersebut perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah terkait program/kegiatan anggaran koordinasi menunjang bkinerja forum – forum yang ada seperti: PPWK, FPK, FKUB, FKDM, KOMINDA, Lembaga Adat, Paguyuban, Ormas dan Partai Politik dalam pelaksanaan program-program pembangunan di Kota Batam.
2.4   Realisasi terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal RKPD terdapat program prioritas dalam pencapaian pembangunan di Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan, dalam rancangan ini di harapkan adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk program / kegiatan badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam. Review terhadap rancangan dapat dilihat dalam tabel T-C. 31
2.5   Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat 

Untuk penelaahan usulan program/kegiatan untuk masyarakat telah dirangkum dalam rancanganawal RKPD dan sudah termasuk dalam Restra dan Renja OPD sehingga kegiatan yang  ada di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam sudah terakumulasi dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam.
Adapun usulan program  yang di kumpulkan yaitu :

a. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, 

b. Peningkatan Saranan Dan Prasarana Aparatur,

c. Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai – Nilai Keagamaan Dan Kebangsaan,

d. Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para pemangku Kepentingan Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel T-C. 
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional


Telaahan program terhadap kebijakan Nasional merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan - kegiatan tersebut harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan program.


Program dan kegiatan Tahun 2016 - 2021 Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam disusun dengan mengakomodir  usulan-usulan dari masyarakat yang telah dibahas sebelumnya pada Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan. 



Melalui penyelarasan program kegiatan dari unit kerja dengan skala prioritas usulan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta memperhatikan aspirasi masyarakat dan hasil reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka disusunlah prioritas Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 - 2021 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam.


Beberapa prioritas program pembangunan yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam, yaitu:
· Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
· Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
· Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan; dan

· Program Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik;

Dalam rangka mewujudkan Program - Program sebagaimana tersebut diatas, akan dilakukan beberapa Kegiatan yang meliputi:

1.  Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
· Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
· Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan
· Sosialisasi Undang-Undang Ormas dan Verifikasi Ormas;

· Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

· Peningkatan Pelaksanaan Pembauran Kebangsaan Kota Batam;

· Pelaksanaan Akulturasi Budaya Dalam Rangka Penguatan Kesatuan dan Persatuan;

· Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Batam;

· Peningkatan Kesadaran Bela Negara;

· Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini Masyaakat (KDM) Kota Batam;

· Peningkatan Kinerja Kominda Kota Batam. 

· Koordinasi dan Pemantauan Kegiatan Orang Asing   
4. Program Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik
· Kegiatan Pembinaan dan Bimtek Bantuan Keuangan Parpol.
3.2 
Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah


Tujuan dari Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kesadaran kehidupan masyarakat terhadap nilai – nilai persatuan dan kesatuan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam keberagaman budaya, etnis, suku ras dan agama.

2. Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab dalam kehidupan berpolitik yang harmonis, dinamis serta dalam suasana yang demokratis,

3. Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat dalam menghadapi terjadinya berbagai peristiwa bencana,

4. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan instansi terkait maupun dengan komponen masyarakat dalam rangka memfasilitasi penyelesaian permasalahan aktual yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat,

5. Tersedianya SDM Organisasi Kemasyarakatan yang profesional dalam menjalankan fungsi – fungsi organisasinya,
6. Tersediannya SDM badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam yang profesional bersih dan berwibawa yang didukung sikap mental dan prilaku disiplin dengan berpegang teguh pada norma hukum dan agama.

Sasaran dari Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya  interaksi antara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian tanpa harus menghilangkan identitas masing – masing serta meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda,
2. Membangun sistem dan budaya politik yang demokratis serta mantapnya hubungan supra dan infrastruktur politik di daerah,

3. Meningkatnya rasa aman dan nyaman di tengah – tengah kehidupan masyarakat,

4. Meningkatnya kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan actual secara cepat dan tepat,

5. Meningkatnya kualitas SDM Organisasi Kemasyarakatan dalam menjalankan 
6. fungsi – fungsi organisasinya,Meningkatnya kualitas SDM aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam.
3.3 
Program Dan Kegiatan


Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah : 

” Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2016 – 2021, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kota Batam, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD yang mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program/kegiatan pembangunan di daerah yang berkelanjutan”.
Program/ Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2019 meliputi sebagai berikut : 

1.  Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

· Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
· Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan
1. Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Ormas dan Verifikasi Ormas 
2. Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 
3. Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pembauran Kebangsaan Kota Batam 
4. Kegiatan Pelaksanaan Akulturasi Budaya Dalam Rangka Penguatan Kesatuan dan Persatuan 
5. Kegiatan Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Batam 
6. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara 
7. Kegiatan Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini Masyaakat (KDM) Kota    Batam
8. Kegiatan Peningkatan Kinerja Kominda Kota Batam 
9. Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Kegiatan Orang Asing Program Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik

10.    Kegiatan Pembinaan dan Bimtek Bantuan Keuangan Parpol Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel T-C.33

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel Perencanaan Program Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah 

Jumlah Program Dan Kegiatan 

	No
	Program/Kegiatan
	Lokasi
	Dana

(Rp)

	1
	2
	3
	4

	1
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
	
	

	a
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Kesbangpol, Kota Batam
	803.597.000

	
	1
	Belanja Pegawai 
Belanja Upah Buruh/Tenaga Kerja
	Kesbangpol, Kota Batam
	67.152.000

	
	2
	Belanja Barang Dan Jasa
Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan Habis Pakai
Belanja Alat Listrik Dan Alat Elektronik

Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya

Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
	Kesbangpol, Kota Batam
	736.445.000
73.162.440

8.749.200
5.400.000
20.840.800


	
	3
	Belanja Bahan Dan Material
Belanja Bahan Bakar Minyak Dan Gas
	Kesbangpol, Kota Batam
	69.036.000

	
	4
	Belanja Rek Telpon

Belanja langganan Surat Kabar, Majalah dan Tabloid
Belanja Propaganda, Promosi, Pameran, dan Iklan
	Kesbangpol, Kota Batam 
	12.000.000

15.252.000
45.000.000

	
	5
	Kesehatan (Iuran Jaminan Kesehatan)
	Kesbangpol, Kota Batam
	2.014.560

	
	6
	Belanja Cetak, Pengandaan Dan Dokumentasi 
Belanja Percetakan dan Penjilidan
	Kesbangpol, Kota Batam
	20.030.000


	
	7
	Belanja Konsumsi Tamu
	Kesbangpol, Kota Batam
	7.200.000

	
	8

	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

	Kesbangpol, Kota Batam
	415.760.000


	
	9

	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Teknis PNS
	Kesbangpol,

Kota Batam
	40.000.000


	
	10
	Belanja Retribusi Daerah
	Kesbangpol,

Kota Batam
	2.000.000


	No
	Program/Kegiatan
	Lokasi
	Dana

(Rp)

	1
	2
	3
	4

	1I
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Kesbangpol, Kota Batam
	

	a
	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Kesbangpol, Kota Batam
	229.200.000

	
	1
	Belanja Barang dan Jasa
	Kesbangpol, Kota Batam
	79.355.900

	
	2
	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor
	Kesbangpol, Kota Batam
	14.160.000


	
	3
	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor
	Kesbangpol, Kota Batam
	48.045.900

	
	3
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
	Kesbangpol, Kota Batam
	17.150.000

	
	4
	Belanja Modal Lemari Besi
	Kesbangpol, Kota Batam 
	13.750.000

	
	5
	Belanja Modal Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya
	Kesbangpol, Kota Batam
	3.752.000

	
	6
	Belanja Modal Pengadaan Printer
	Kesbangpol, Kota Batam
	6.358.000


	
	7
	Belanja Modal Pengadaan Scanner
	Kesbangpol, Kota Batam
	20.790.000

	
	8
	Belanja Modal Pengadaan Hard Drive
	Kesbangpol, Kota Batam
	5.857.500

	
	9
	Belanja Modal Pengadaan PC
	Kesbangpol, Kota Batam
	38.115.000

	
	10
	Belanja Modal Pengadaan Notebook
	Kesbangpol, Kota Batam
	30.580.000

	
	11
	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
	Kesbangpol, Kota Batam
	3.344.000

	
	12
	Belanja Modal Pengadaan Meja Kantor
	Kesbangpol, Kota Batam
	5.398.800

	
	13
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 
	Kesbangpol, Kota Batam
	2.894.000

	
	14
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu
	Kesbangpol, Kota Batam
	6.433.000

	
	15
	Belanja Modal Pengadaan Camera
	Kesbangpol, Kota Batam
	5.486.000

	
	16

	Belanja Modal Lock Door Access
	Kesbangpol, Kota Batam
	3.318.500

	
	17
	Belanja Modal Finger Print Absensi
	Kesbangpol, Kota Batam
	3.767.300


	No
	Program/Kegiatan
	Lokasi
	Dana

(Rp)

	1
	2
	3
	4

	1II.
	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan
	
	

	a.
	Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Ormas dan Verifikasi Ormas Tahun 2019


	Kesbangpol, Kota Batam
	145.200.000

	
	1
	Belanja Barang dan Jasa
	Kesbangpol, Kota Batam
	145.200.000

	
	2
	Honorarium Narasumber dalam Rangka Seminar / Rakor / Sosialisasi / Advokasi untuk Kegiatan Inter Kementrian
	Kesbangpol, Kota Batam
	18.500.000

	
	3
	Sosialisasi peraturan Pemerintah No. 2 Tahun tentang Perubahan atas undang-undang No.17 Tahun2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
	Kesbangpol, Kota Batam
	10.000.000

	
	4
	FGD Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56, 57 dan 58 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan
	Kesbangpol, Kota Batam
	8.500.000

	
	5
	Belanja Bahan dan Material
	Kesbangpol, Kota Batam
	18.000.000

	
	6

	Belanja Propaganda, Promosi, Pameran, spanduk
	Kesbangpol, Kota Batam
	1.050.000



	
	7
	Belanja Cetak, Penggandaan dan Dokumentasi
	Kesbangpol, Kota Batam
	180.000

	
	8
	Belanja Sewa Tanah / Rumah /  Gedung / Gudang/ Parkir
	Kesbangpol, Kota Batam
	100.980.000

	
	9
	Belanja Konsumsi


	Kesbangpol, Kota Batam
	1.050.000

	
	10
	Belanja Transportasi
	Kesbangpol, Kota Batam
	4.140.000

	
	11
	Belanja Akomodasi
	Kesbangpol, Kota Batam

	1.300.000


	No
	Program/Kegiatan
	Lokasi
	Dana

(Rp)

	1
	2
	3
	4

	1II.
	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan
	
	

	b
	Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan


	Kesbangpol, Kota Batam
	320.000.000

	
	1
	Belanja Barang dan Jasa
	Kesbangpol, Kota Batam
	320.000.000

	
	2
	Honorarium Non PNS / Blud / Dana Bos / Kapitasi
	Kesbangpol, Kota Batam
	32.000.000

	
	3
	Honorarium Penyelenggara Kegiatan
	Kesbangpol, Kota Batam
	4.000.000

	
	4
	Belanja Bahan dan Material
	Kesbangpol, Kota Batam 
	39.000.000


	
	5
	Belanja Jasa Kantor
	Kesbangpol, Kota Batam
	1.050.000

	
	6
	Belanja Cetak, Penggandaan dan Dokumentasi
	Kesbangpol, Kota Batam
	38.880.000

	
	7
	Belanja Sewa Tanah / Rumah /
Gedung / Gudang / Parkir
	Kesbangpol, Kota Batam
	134.640.000

	
	8

	Belanja Pakaian Khusus
	Kesbangpol, Kota Batam
	66.780.000


	
	9
	Belanja Transportasi Udara
	Kesbangpol, Kota Batam
	5.700.000

	
	10
	Belanja Akomodasi Hotel Berbintang
	Kesbangpol, Kota Batam
	1.950.000


	No
	Program/Kegiatan
	Lokasi
	Dana

(Rp)

	1
	2
	3
	4

	III.
	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayatan Nilai – Nilai Keagamaan Dan Kebangsaan 
	
	

	c.
	Kegiatan Pelaksanaan Akulturasi Budaya Dalam Rangka Penguatan Persatuan Dan Kesatuan 
	Kesbangpol, Kota Batam
	107.530.000

	
	1
	Belanja Barang dan Jasa
	Kesbangpol, Kota Batam
	107.530.000

	
	2
	Honorarium Narasumber dalam Rangka Seminar /Rakor/Sosialisasi /Advokasi untuk Kegiatan Inter Kementrian
	Kesbangpol, Kota Batam
	7.200.000

	
	3
	Honorarium Narasumber PNS
	Kesbangpol, Kota Batam
	3.000.000

	
	4
	Honorarium Non PNS
Honorarium Juri

Honorarium MC
	Kesbangpol, Kota Batam Kesbangpol, Kota Batam
	4.200.000
7.200.000

1.000.000

	
	5
	Uang Pembinaan Juara Kegiatan 

Festival Tari Persembahan
	Kesbangpol, Kota Batam
	14.000.000

	
	6
	Belanja Bahan dan Material
	Kesbangpol, Kota Batam
	14.800.000

	
	7
	Belanja Propaganda
	Kesbangpol Kota Batam
	1.365.000

	
	8
	Belanja Cetak, Penggandaan dan Dokumentasi
	Kesbangpol, Kota Batam
	2.220.000


	
	9
	Belanja Sewa Tanah/Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
	Kesbangpol, Kota Batam
	52.825.000

	
	10
	Belanja Konsumsi
	Kesbangpol, Kota Batam
	6.750.000


	
	11
	Bantuan Uang saku / Belanja Transportasi
	Kesbangpol Kota Batam
	170.000


	No
	Program/Kegiatan
	Lokasi
	Dana

(Rp)

	1
	2
	3
	4

	III
	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan
	
	

	c
	Kegiatan Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Batam
	Kesbangpol, Kota Batam
	

	
	1
	Belanja Barang dan Jasa
	Kesbangpol, Kota Batam
	132.440.000

	
	2
	Honorarium Narasumber dalam Rangka Seminar / Rakor / Sosialisasi / advokasi untuk Kegiatan Inter Kementrian
	Kesbangpol, Kota Batam
	14.000.000

	
	3
	Honorarium Narasumber PNS
	Kesbangpol, Kota Batam
	8.000.000

	
	4
	Honorarium Narasumber Non PNS
	Kesbangpol, Kota Batam 
	6.000.000


	
	5
	Honorarium Penyelenggara Kegiatan
	Kesbangpol Kota Batam
	56.100.000

	
	6
	Belanja Bahan dan Material
	Kesbangpol, Kota Batam
	13.200.000

	
	7
	Belanja Propaganda, Promosi, Pameran, Spanduk
	Kesbangpol, Kota Batam
	630.000

	
	8
	Belanja Cetak, Penggandaan dan Dokumentasi
	Kesbangpol, Kota Batam
	140.000

	
	9
	Belanja Sewa Tanah/Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
	Kesbangpol, Kota Batam
	45.540.000

	
	10
	Belanja Konsumsi
	Kesbangpol, Kota Batam
	2.660.000


	
	11
	Belanja Transportasi
	Kesbangpol, Kota Batam
	170.000


	No
	Program/Kegiatan
	Lokasi
	Dana

(Rp)

	1
	2
	3
	4

	1II
	Program Peningkatan Kerukuna Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan
	
	

	d
	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara
	Kesbangpol, Kota Batam
	200.000.000

	
	1
	Belanja Barang dan Jasa
	Kesbangpol, Kota Batam
	200.000.000

	
	2
	Honorarium Non PNS/ Blud /

 Dana Bos / Kapitasi
	Kesbangpol, Kota Batam
	14.000.000

	
	3
	Honorarium Jasa Narasumber
	Kesbangpol, Kota Batam
	12.000.000

	
	4


	Honorarium Penyelenggara Kegiatan
	Kesbangpol, Kota Batam
	2.000.000

	
	5
	Belanja Bahan dan Material
	Kesbangpol, Kota Batam
	24.000.000

	
	6
	Belanja Jasa Kantor
	Kesbangpol, Kota Batam
	350.000


	
	7
	Belanja Cetak, Penggandaan dan Dokumentasi
	Kesbangpol, Kota Batam
	33.400.000


	
	8
	Belanja Sewa Tanah/Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
	Kesbangpol, Kota Batam
	81.180.000


	
	9
	Belanja Pakaian Khusus
	Kesbangpol, Kota Batam
	44.520.000


	
	10
	Belanja Transportasi
	Kesbangpol, Kota Batam
	1.900.000

	
	11
	Belanja Akomodasi dan Hotel Berbintang
	Kesbangpol, Kota Batam
	650.000


	No
	Program/Kegiatan
	Lokasi
	Dana

(Rp)

	1
	2
	3
	4

	III
	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan
	
	

	e
	Kegiatan Peningkatan Kinerja Kominda
	Kesbangpol, Kota Batam
	206.409.000

	
	1
	Belanja Langsung
	Kesbangpol, Kota Batam
	206.409.000

	
	2
	Belanja Pegawai
	Kesbangpol, Kota Batam
	124.780.000

	
	3
	Honorarium  PNS
	Kesbangpol, Kota Batam
	81.629.000

	
	4
	Belanja Barang dan Jasa
	Kesbangpol, Kota Batam 
	124.780.000


	
	5
	Honorarium Jasa Narasumber /

 Tenaga ahli / Tenaga Pendamping
	Kesbangpol, Kota Batam
	16.000.000

	
	6
	Belanja Cetak, Penggandaan dan Dokumentasi
	Kesbangpol, Kota Batam
	35.815.000

	
	7
	Belanja Bahan Bakar Minyak
	Kesbangpol, Kota Batam
	14.400.000

	
	8
	Sewa Gedung
	Kesbangpol, Kota Batam
	40.000.000

	
	9
	Belanja Konsumsi
	Kesbangpol, Kota Batam
	18.225.000


	
	10
	Belanja Transportasi Laut
	Kesbangpol, Kota Batam
	340.000


	No
	Program/Kegiatan
	Lokasi
	Dana

(Rp)

	1
	2
	3
	4

	I1I
	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan
	
	

	f
	Kegiatan Forum Komunikasi dan Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Keberadaan Orang Asing
	Kesbangpol, Kota Batam
	151.800.000

	
	1
	Belanja Langsung
	Kesbangpol, Kota Batam
	151.800.000

	
	2
	Belanja Pegawai
	Kesbangpol, Kota Batam
	99.000.000


	
	3
	Honorarium PNS
	Kesbangpol, Kota Batam
	52.800.000

	
	4
	Honorarium Jasa Narasumber /

 Tenga ahli / Tenaga Pendamping
	Kesbangpol, Kota Batam
	9.000.000


	
	5
	Belanja Cetak, Penggandaan dan Dokumentasi
	Kesbangpol, Kota Batam
	20.220.000

	
	6
	Belanja Bahan Bakar Minyak
	Kesbangpol, Kota Batam
	14.400.000

	
	7
	Sewa Gedung

	Kesbangpol, Kota Batam
	43.000.000


	
	8
	Belanja Konsumsi


	Kesbangpol, Kota Batam
	9.225.000



	
	9
	Belanja Transportasi Laut


	Kesbangpol, Kota Batam
	3.155.000


	No
	Program/Kegiatan
	Lokasi
	Dana

(Rp)

	1
	2
	3
	4

	1V
	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan
	
	

	a.
	Kegiatan 

Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini (KDM) Kota Batam


	Kesbangpol, Kota Batam
	103.000.000

	
	1
	Belanja Barang dan Jasa
	Kesbangpol, Kota Batam
	103.000.000

	
	2
	Honorarium Non PNSD / Blud / Dana Bos / Kapitasi
	Kesbangpol, Kota Batam
	25.900.000

	
	3
	Belanja Bahan dan Material
	Kesbangpol, Kota Batam
	16.200.000

	
	4
	Belanja jasa kantor
	Kesbangpol, Kota Batam 
	1.400.000



	
	5
	Biaya Pencetakan, Penjilidan

 dan Dokumentasi
	Kesbangpol, Kota Batam 
	630.000



	
	6
	Belanja Sewa
	Kesbangpol, Kota Batam
	56.000.000

	
	7
	Belanja Konsumsi
	Kesbangpol, Kota Batam
	2.700.000

	
	8
	Belanja Transportasi Air
	Kesbangpol, Kota Batam
	170.000


	No
	Program/Kegiatan
	Lokasi
	Dana

(Rp)

	1
	2
	3
	4

	1II
	Program Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik
	
	

	g
	Kegiatan Pembinaan dan Bimtek Bantuan Keuangan Parpol
	Kesbangpol, Kota Batam
	80.000.000

	
	1
	Belanja Langsung
	Kesbangpol, Kota Batam
	80.000.000

	
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	Kesbangpol, Kota Batam
	80.000.000

	
	3
	Honorarium Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Tenaga Pendamping
	Kesbangpol, Kota Batam
	18.800.000

	
	4


	Belanja Bahan / Peralatan Pakai Habis
	Kesbangpol, Kota Batam 
	7.500.000

	
	5
	Belanja Propaganda, Promosi 
dan pameran
	Kesbangpol, Kota Batam
	27.679.000

	
	6
	Belanja Cetak, Dokumentasi
	Kesbangpol, Kota Batam
	196.000



	
	7


	Belanja Konsumsi


	Kesbangpol, Kota Batam
	13.275.000

	
	8


	Belanja Sewa Tanah / Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 
	Kesbangpol, Kota Batam
	9.900.000



	
	9
	Belanja Transportasi Udara
	Kesbangpol, Kota Batam
	2.000.000


	
	10
	Belanja Akomodasi
	Kesbangpol, Kota Batam
	650.000




	No
	Program/Kegiatan
	Lokasi
	Dana

(Rp)

	1
	2
	3
	4

	1V
	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan
	
	

	a.
	Peningkatan Pelaksanaan Pembauran Kebangsaan Kota Batam

	Kesbangpol, Kota Batam
	150.000.000

	
	1
	Belanja Barang dan Jasa
	Kesbangpol, Kota Batam
	150.000.000

	
	2
	Honorarium Non PNSD / Blud / Dana Bos / Kapitasi
	Kesbangpol, Kota Batam
	22.000.000

	
	3
	Belanja Bahan dan Material
	Kesbangpol, Kota Batam
	22.500.000

	
	4
	Belanja jasa kantor
	Kesbangpol, Kota Batam 
	700.000


	
	5
	Biaya Pencetakan dan Penjilidan

	Kesbangpol, Kota Batam 
	16.540.000


	
	6
	Belanja Sewa Tanah/Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
	Kesbangpol, Kota Batam
	58.410.000

	
	7
	Belanja Pakaian Khusus
	Kesbangpol, Kota Batam
	22.200.000

	
	8
	Belanja Transportasi Udara
	Kesbangpol, Kota Batam
	5.700.000

	
	9
	Belanja Akomodasi Hotel Berbintang
	Kesbangpol, Kota Batam
	1.950.000


BAB V
PENUTUP

Dengan penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan arahan dan pedoman bagi perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan berbagai potensi serta sumber daya yang tersedia dapat diselaraskan dengan kemajuan serta pencapaian dibidang kemasyarakatan dan pembangunan.

Selanjutnya, pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja ini sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitas pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun 2019, diharapkan kaidah – kaidah pelaksanaannya akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergitas serta berkelanjutan dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Sehubungan dengan dengan pelaksanaan anggaran kegiatan pada Badan Kesatuan bangsa Dan Politik Kota Batam tahun anggaran 2019, beberapa hal yang menjadi catatan penting yaitu : 

a. Sesuai tugas pokok dan fungsi program/kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam yang nomenklatur nya banyak terkait tentang sosialisasi,dialog, rapat koordinasi baik kepada stakholder Masyarakat, Mahasiswa, Pelajar, Forum – forum FKUB, FPK, FKDM, PPWK, Pembauran, Kominda, Partai Politik, Paguyuban, Ormas dan Aparatur ASN Pemerintah Kota Batam, kiranya diperlukannya dukungan dari segi penganggaran sesuai target indikatif Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam Tahun 2019 yang mengacu pada kinerja RPJMD Kota Batam Tahun 2016 – 2021, Renstra OPD Tahun 2016 – 2021, berdasarkan Perwako Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
b. Kondisi Geografis Kota Batam yang Heterogen, dengan keberagaman budaya, etnis,suku dan Agama, sangat di perlukan suatu kegiatan yang mendukung agar terciptanya kondusifitas di Kota Batam,
c. Menyikapi kedepan pada tahun 2019 akan dimulainya tahun politik yaitu Pileg dan Pilpres, hendaknya di butuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk menunjang program/kegiatan partisipasi dan budaya politik agar pelaksanaan nya bisa berjalan optimal,.
d. Dengan banyaknya penyalahgunaan Narkoba di kalangan masyakat, bahkan generasi muda yang terjadi baik secara Nasional dan khususnya di Kota Batam, hal ini perlu adanya langkah – langkah antisipasi dan program/kegiatan pencegahan, sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Narkoba.

Dalam penyusunan Renja ini perlu disusun beberapa kaidah – kaidah yang terkait pelaksanaan program/kegiatan yang meliputi : 

e. Merencanakan perencanaan dan penganggaran yang berpedoman terhadap RPJMD dan Renstra yang telah disusun dan mengacu kepada RKP memuat kebijakan progaram/kegiatan,
f. Mempedomani urusan yang telah diatur sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan urusan konkuren Pemerintah Daerah dan berdasarkan Perwako Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
Selain persoalan terkait dengan program prioritas pada badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam, rencana tindaklanjut yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : 

g. Bahwa perumusan program dan kegiatan  indikator kinerja yang disertai target  dan kebutuhan pendanaan indikatif dalam rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam tahun 2019 sudah menagcu pada target indikator kinerja RPJMD 2016 – 2021, Renstra OPD 2016 – 2021.


Akhirnya rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam telah di susun sebagai bahan rujukan dalam penetapan dan perumusan program kerja dalam kurun waktu tahun 2019. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis, rencana kerja ini terbuka untuk langkah-langkah penyempurnaan dan penyesuaian agar tetap eksis dalam setiap perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupinya. 
                                                          Batam,    Maret 2018
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